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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAIHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN

Memmbang

Menginga

PERATURAN DIISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATTA IESA

BUPATI SANGOGAL

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 Peraturan
PemcrintahwNomor 72 Tuhun 2005 tentang Desa, maka di pandang
perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mckanisme
Penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah.

]

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang  Darurat Nomor 3 Tahun 1953  tentang
Pembentukan Dacrah Tingak I di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undungon  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 ‘Tuhun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negura Republik  [ndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesiu
Nomor 4437); scbagaimang telah telah beberapa kali diubah
terakhir  dengan  undang-undang  Nomor 12 Tahun 2008
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ),

Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tcatang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomeor (26, Tambahan
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan negura (Lembaran Negara tahun
2005 Nomor 140, Tambuhan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503):

8. Peraturan Menteri Dalamy Negeri Nomor 15 Tahan 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Huokum Daerab;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunun Produk Hukum Dacerah;

L0, Peraturan Menteri Dalwm Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Duacrah dan Berita Dacraly;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 53 Tahun 2007 tentang

Pengawasan Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah;
-
. Peraturan Menteri Dalim Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dun Mekinisme Penyusunan Peraturan
Dacrah,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T DAFERAI KABUPATEN SANGGAU

Menetapkan:

Dan
BUPATI SANGGAL
MEMUTUSIKAN |

PERATURAN DALRAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEDOMAN PEMDBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal }

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

d.

Pemerintahan Daerah adalah penyelénggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
dacralt dari DJPRD menurut asas otonomi don (ugas pembantuan dan prinsip Negara



.

-

Kesatuun republik  Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Dacrah adalah Bupat dan perangkat dacrah scbagai unsur penyelenggaraan

Pemerntahan Daeraly,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakitan rakyat dacrah sebagai unsur penyelengearaan Pemerintaban Daerah.
Dacrah adalah Kabupaten Sunggau.
Bupati adalah Bupati Sanggau.
Peranghat Dacrah adalah unsur pembantu Kepuls Dacrah dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sckictarial Duerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Dacrah, Lembaga Teknis Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
Camat adalah Kepala Perangkat Dacrah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Sanggan.

-~
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat sctempal yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalimn mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
Badan Permusyawaratan Desa, vang sclanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrast dalam penyelengguraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa,
Dusun yang sclanjutnya discbul Kampung  adolah bagian duari wilayah desa dan
merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul
atau melalul musyawarah dan ditctapkan oleh pemerintah desa,
Peraturan Desa adalah peraturan perundanpg-undungan yang dibuat oleh BPD bersamu
kepala desa.
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undimgun yung ditetapkan oleh
Repala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan
Peraturan Perundang-undangan yang lebib tinggs;
Keputusan Kcepala Desa adalah keputusan yang diletapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat menetapkan dalam rangka niclaksanakun Perituran Desa dan Peraturan Kepala
Desa.
Berita Dacrah adalah Penerbitan resmi Pemerintaban Dacrah yang digunakan untuk
mengumumkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,



BAR
ASAS
Pasal2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang batk meliputi :

a. Kejelasan tujuan

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
¢ Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

d. Dapat dilaksanakan

c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

[ Kejelasan rumusan

Keterbukaon.,

)

Posal 3

(1) Pegaturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersami Badan Permusyawaratan Desa;

(2) Peraturan Desa di Bentuk dalam rangka penyclenggaraan Pemerintahan Desa;

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial

budaya masyarakat desa sctemgpat.
() Peraturan Desa sebagaimana dimaksud padia ayat (1) dilarang berlentangan dengan

kepentingan umum dan/atav Peraturan Perondung-undangan yang lebih tinggi.
BA 1L
PENYUSUNAN RANCANGAN I'ERATURAN DESA
Pusal 4

Penyusunan Rancangan Perautran Desa dapat diprakarsai olech Pemerintah Desa dan Dapat

berasal dart usul misiatif Badan Permusyawaratan Pesa,
Pasal &

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan, baik sccari tertulis maupun lisan terhadap

rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau Kepalo Desa.
(2) Masukun dari masyarakat schagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya telab

dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakal desa sclempat.
(3) Masukan dari masyaraka! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas BPD kepada

Desa dalam rapat penyusunan rancangan Perataran Desa,

Pasal 6

Rancungan Peraturan Desa wajib discbarluuskan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan
rapat pembahasan antara Pemerintali Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.



BALB IV
MATEREMUATAN
Pasal 7

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkal Desu meliputs
a Pl sae 0o

b. Peraturan Kepala Desa;

¢. Keputusan Kepalia Desa.

Pasal 8§

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagamana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah
seluruh matert  muatan  dalam  rangka penyclenggaraon  Pemerintahan  Desa,
pembangunan desa, dan pemberdaysan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinpgi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud datam pasal 7 huruf b
adatah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yanp bersifal pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sehapatmana dimaksud dalam pasal 7 huruf ¢
adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Pevaturan Kepala Desa yang bersifat

penctapan,
Masal 4

Materi meatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umwmn dan/atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi,

BADB Y
PEMBAHASAN, PENGESALTIAN DAN PENETAPAN
Pasal 10

(1) Rancangun Peraturan Desa disusun oleh Kepata Desa dan/atau Badan Permusyawaratan

Desa.
(2) Dalam waktu 7 hari sebelum diadakan rapat, rancangan Peranturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) harus sudah diterima oleh pemerintah Desa dan/atau Badan

Permusyawaratan Desa.
(3) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diajukan oleh

Kepala Desa yang belum disclujui, maka dalam jangka wakiu 3 (lig ) hari sebelum rapat
pembabusan ketiga sudah harus disempurnakan.

Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali

schelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa,
(2} Rancangin Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa dapat ditarik

kembali sebelum dibahas bersama Pemerintahan Desay,



1Pyl 1.2

(1) Rancangan Peraturan Desa yang (clah diselujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badun Permusyawaratan Desa.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling Tambat 7 (tugul) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.

Puasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimuna dimaksud dalamn pasal 12 wajib ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dakam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterrmanya Rancangan Peraturan Desu tersebut,

Pusal 14
Peraturan Desa waib mencantumkan batas waklu penctapan pelaksanaannya.

Pasal i3
-
(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakann mualab berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum vang mengikat, kecuah ditentukan Jain didalum Peraturan Desa tersebut.

(2) Peruturan Desu sebagaimana dimaksud padicayat (1) adak boleh berlaku surut.
-

BATY V]
MEKANISMLE PENGANMBILAN KEFUTTHSAN
Pasal 10

(1) Dualnm rangka pembahosan rancangan Peratarnn Desi, Badan Permusyawaratan Desa
mengadakan rapat yang harus dibadiri oleh
a. Sckurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlal anggota Badan Permusyawaratan

Desa.
b. Pemerintah Desu

(2) Datam hal jumlah anggota Badan Permusyawatan Desn yang hadir kurang dari jumlah
scbagatmana dimaksud pada ayat (V) harul” u, rapit adun Permusyawaratan Desa
dinyatakan tidak sal atau dibatalkan.

(3) Apabila rapat Badan Permusyawataran Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), maka Kepala Desa dan Badan Penmusyawaran
Desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bari sejak
pembatalan rapat pertama,

(4) Apabila rupat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 (liga) sejak hari pembatalan rapat pertama.

(5) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak memenuhi quorum, maka rapat dapal diajukan atas persetujuan yang
hadir.

{6) Ketentuan Jebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembahasan dan pengambilan
keputusontentang  peraturan  desa  diatur  dalum  peraturan tata tertib  Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD).



BAD VI
TEHNIK PENYUSUNAN
Pasal 17

(1) Tehnik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
adatah scbagaimana tercantum dalam fampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Penyusunan kerangka struktur Peraturan Desu, peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa terdiri dari ¢

Penamaan Judul

Pesmbukaan

Batang Tubuh

Penutup dan

Lampiran ( bila diperivkan )

®Ro oW

o BAB VI
VALTIASI
a Masal 18

(1)} Rancangan Peraturan Desa tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa { APBDesa),
Pungutan  dan  Penataan  Ruuang  yung tclab  disctujui  bersama  dengan Badan
Permusyuwaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari
disampatkan ilech Kepala Desa kepada Bupatt untok di evaloasi,

(2) Flasil evaluasi rancangan Peraturan Desu scbagaimana dimaksud  pada ayat (1)
disampaikan olech Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
rancangan Peruturan Desa tersebut diterima,

(3) Apabtla Bupati belum memberikan hasil evaluasi ranciangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat
menctapakan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dar Belanja
Desa ( APBDesa ) menjadi Peraturan Desa.

Rl =0

Livaluusi Rancangan Peraturan Desa weotang Angpuran Pendopidun dan Belanjn Desa
(APBDesa) schagormuana dimuksud dafam pasad 19 dapant didelepusikan kepada Camal

Pasal 19

(1) Peraturan Desa disampaikan ofeh Kepali Desa kepida Bupati melalui Camnat paling
tantbat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkon untuk ditukokon klarifikasi

(2) Peraturan Desa yang teluh ditctapkan oleh Penmerintaban Desa, berdasarkan  basil
klarifikasi dupat dibatalkan olch Bupati apabila berlentiungan dengun kepentingan umuam
atau persturan perundang-undangan yang lebib tinggi.

(3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desic sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
deagan Kceputusan Bupatipaling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(4) Paling Tama 7 (tujuh) hart setelah Keputusan pembatalan scbagaiama dimaksud pada
ayat (3). Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut dan
sclanjutnya Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merubah atau mencabut
Peraturan Desa dimaksud.

(5) Dika disctujui, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laing lama 20 (dua
puluh) har setelah diklarifikasi Bupat dikembalikan kepada Pemerintahan Desa.

BAIBTN
PENYLEBARLUASAN PERATURAN DIEESA
Pasal 21

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa divmuwmkan dalam Berita Dacrah.

(2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan oleh Sckretaris Dacrah.

(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilgksanakan dengan sosialisasi olch Pemerintah Desa.

{(4) Pengumuman Peraturan Desa dan Penguturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Sckretaris Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Ravgnll 22

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran
Pemeritahan Desa.

(2) Pembinaan dan Pengawasan scbagaimuana  dimaksud  pada ayat (1) dalam drtl
memiasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi
sesual dengan peraturan perundang-undangan yung berlaku,

(3) Pembinaan dan pengawasan schagaimana pada ayat (2) termasuk dalam hal penyusunan

Peraturan Desa.
(4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud ayat (3).

Bupati dapat melimpahkan kewenangannya Kepada Caumat,
(5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati.
A1 XI
KITTENTUAN PENUITUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatar dalam Poraturan Dacrali i, sepsmang mengeniu pelaksanaannya
diatur lebih lunjut dengan Peraturan Bupali



PPasal 24
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembar Dacrab Kabupaten Sanpgau.

Ditetapkan di Sanggau
packa tanggeal 11 Juni 2009
BUPATI SANGGAU
TrD
1. SETIMAN H.SUDIN
Di Undanglun di @ Sanggaua b
Pada Tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAL

P ———

Dis. C. ASPANDI
s Pembina Utama Muda
o c-«uNIP 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2009 NOMOIL S



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAITUN 2009

[. UMUM

Lalam pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraluran Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa dan Peratuan Menideri Dalin Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisime Penyusunan Peraturan Desa, khususnya
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintaling desa yang baik berdasarkan tata
aturan perundang-undangan, di desa dibentuk Peratucan Desa yang dibuat oleh Desa atau
Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembuatan Pecaturan Desa harus meneerminkan kepada kepentingan
masyarukat desa dan tidak boleh bertentangun dengan  kepentingan umum, dan
Peranturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa bersifat mengikat
Kepada semua warga masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum  scbagaimana
Peraturan yanp lainnya. Hal ini moksudhan untuk menciptakan ketentraman dan
lancanya penyelenggaraan Pemerintalian Desa,

[1. Pasal demi Pasal
Pasul |

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasat 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Jasal'3
Flak Masyarakat dalam ketentuan ini diluksanakan sesuai dengan tata tertib Badan
Permusyawaratan Desa (BP1D).
Pasal 6
Yang dimaksud Lembaga Desa vang berkailan dengan Pembigunan Desa adalah
L.LPMD dan Lembaga lamnya.
Dalam hal Peraturan Desa yang menyingkut Pembangunan Desa, apabila belum
memperoleh  kesepakatan  dengan Lembuga  yang menangani  bidang
pembangunan, maka Pemerintab Desa dan/utae Badan Permusyawaratian desa
(BPD) scyogyanya menyusun rancangan ulang untuk dimusyawarahkan kembali
guna memperoleh kata sepakat.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal ©

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jetas.
Pavsal =1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Puasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Ayal (1)
- flural a
Cukup jelas
IHurul b

Yang dimaksud dikadiri otch Pemerintahan Desa  adalah sekurang-
kurangnya Keptla Desa dan Perangkat Desa yang membidangi.
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Avyat (4)
Cukup jelas
Ayal (5)
Apabila pelaksanaan rapat berikutnya tetap lidak memenuvhi quorum, maka
rapat dilaksanakan dengan meminta perseiujuan yang hadir,
Ighs S
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1) ;
Yang dimaksud dengan evaduasi dalam kelentuan ini adalab bersetujuan untuk
tercapainya kescrasian antara kebijukan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa.
Pasal 19
Cukup jelas
Ras 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
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Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.



